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ABSTRACT

One arising problem in a private-to-public land use conversion
concerns compensation. It is mentioned in article 33 of Law No. 2 of
2012 concerning Land Acquisition for Public Use Establishment that
a land estimator roughly calculates the amount of compensation,
comprising land, above and underneath the surface, buildings, plants,
land-related items and other disadvantages. In practice it is delegated
to a licensed land estimator to judge in order to reach the most
reasonable value on which the amount of compensation given is based,
as stated in article 34 paragraph 3 of Law number 2 of 2012. This
research is trying to answer two questions. First, what considerations
are employed by a licensed land estimator while estimating the value
of a converted object of land? Second, does the decision of the object
determined by a licensed land estimator meet maslahah and justice
principles? To answer them, a sociological juridical approach
supported by secondary data is used. The approach is under the
principles of maslahah by al-Ghazali and of justice by John Rawls.

The study reveals two findings. Firstly, when doing his job, a
licensed land estimator has to abide by the Indonesian Estimation
Standard (Standar Penilaian Indonesia — SP1-204), which comprises
three points: 1) an estimation of a small scale (<5 hectares) of
converted land to public use which is not bound to a particular location
based on market value considerations, 2) an estimation of a small scale
(<5 hectares) of converted land to public use which is bound to a
certain location based on particular value considerations, 3) an
estimation of a big scale (>5 hectares) of converted land to public use
by reasonable compensation value considerations. Secondly, the
determination of the value of the converted land by the above three
considerations meets the principles of maslahah by Al-Ghazali. The
object’s value established by a land estimator can bring benefits
(kemaslahatan) as indicated by the best estimation value it can reach.
The establishment also keeps harm (kemudaratan) away as indicated
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by the absence of the authority’s despotism over land owners with
respect to compensation. Thus, the value determination goes with the
goals of maslahah, in particular, property safeguards (hifz mal). In
addition, it is in accord with justice principles by John Rawls as the
value of the object assures the land owners’ rights receive fair
reasonable compensation, and, at the same time, brings them benefits.

Key words: Policy, Licensed Land Estimator, Fairness, Maslahah
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ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang muncul dalam alih fungsi tanah
untuk kepentingan umum adalah terkait besarnya ganti kerugian.
Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
dijelaskan bahwa penilai pertanahan menilai besarnya nilai ganti
kerugian, meliputi; tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah,
bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian
lain yang dapat dinilai. Praktik kebijakan ini diserahkan kepada penilai
pertanahan berlisensi untuk menilai objek dalam alih fungsi tanah agar
dapat menghasilkan nilai yang tinggi dan terbaik. Hasil penilaian ini
kemudian dijadikan sebagai dasar ganti kerugian dalam alih fungsi
tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal
34 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2012. Berdasar hal ini, penelitian ini
berusaha menjawab dua pertanyaan, yaitu; pertama, apa yang menjadi
pertimbangan penilai pertanahan berlisensi dalam menentukan nilai
objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum?; kedua, apakah
penetapan nilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum oleh
penilai pertanahan sesuai dengan prinsip-prinsip maslahah dan
keadilan?. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung data
sekunder, dan didasarkan pada prinsip-prinsip maslahah Imam al-
Ghazali dan keadilan John Rawls.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan; pertama, kebijakan
penilai pertanahan berlisensi dalam menilai objek alih fungsi tanah
untuk kepentingan umum berdasarkan Standar Penilaian Indonesia
(SP1-204) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu; 1) penilaian objek alih fungsi
tanah untuk kepentingan umum skala kecil (<5 hektar) yang tidak
terikat lokasi tertentu berdasarkan pertimbangan nilai pasar, 2)
penilaian objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum skala kecil
(<5 hektar) yang terikat lokasi tertentu berdasarkan pertimbangan nilai
khusus, 3) penilaian objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum
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skala besar (>5 hektar) menggunakan pertimbangan nilai pengganti
wajar. Kedua, penetapan nilai objek alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum yang berdasar dari tiga pertimbangan ini sejalan
dengan prinsip-prinsip maslahah Imam Al-Ghazali. Nilai objek yang
ditetapkan oleh penilai pertanahan mampu mendatangkan
kemaslahatan ditandai dengan hasil penilaian yang tinggi dan terbaik,
dan menjauhkan kemudaratan berupa tidak adanya kesewenang-
wenangan dari pemerintah terhadap pemegang hak atas tanah terkait
besaran ganti kerugian. Dengan demikian, penetapan nilai ini sejalan
dengan tujuan maslahah, terutama menjaga harta (hifz mal). Selain itu,
penetapan nilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum juga
sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls. Nilai
objek alih fungsi tanah yang ditentukan berupaya menjamin hak-hak
pemegang hak atas tanah agar mendapatkan ganti kerugian yang layak
dan adil, serta memberikan manfaat besar bagi pemegang hak atas
tanah.

Kata Kunci:Kebijakan, Penilai Pertanahan Berlisensi, Keadilan,
Maslahah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan
disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
) Tidak . .
\ Alif dilambangkan Tidak dilambangkan
) ba’ b Be
< ta’ t Te
& sa’ § Es
(dengan titik di atas)
z jim j Je
Ha
c ha h (dengan titik di bawah)
c kha kh Ka dan ha
3 dal d De
3 zal V4 Zet (dengan titik di atas)
3 ra’ r Er
) zai z Zet
o sin S Es
o syin sy Es dan ye
ad Es
v 3 ? (dengan titik di bawah)
. De
S dad d (dengan titik di bawah)

XiX




> ta’ ! (dengan tit-:- If di bawah)
b 7’ z Zet
: (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ gain g Ge
< fa’ f Ef
é gaf q Qi
4 kaf k Ka
J lam I El
¢ mim m Em
o nun n En
3 wawu w We
» ha’ h Ha
c hamzah 1 Apostrof
S ya’ y Ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
Cpdnia Ditulis Muta‘aqqgiddin
sie Ditulis ‘iddah
Ta’> Marbuttah
Bila dimatikan ditulis h
i Ditulis Hibah
Qe Ditulis Jizyah
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(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.

WALy Ditulis Karamah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, da
dammabh ditulis t.

el 8LS] Ditulis zakatul fitri

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_______________ kasrah Ditulis i
_______________ Fathah Ditulis a
............... Dammah Ditulis u

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif ditulis a
AL ditulis Jahiliyyah

2. fathah + ya’ mati ditulis a
s ditulis yas‘a

3. kasrah + ya’ mati ditulis 1
as ditulis karim

4. dhammah + wawu mati ditulis vl
i ditulis furtad

F.  Vokal Rangkap

1. fathah + ya’ mati ditulis ai
vgw ditulis bainakum
2. fathah + wawu mati ditulis au
Jss ditulis gaulun
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang
Dipisahkan dengan Apostrof

rﬁﬁ ditulis a’antum
ONTS| ditulis u‘iddat
F 8 s ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah maka ditulis menggunakan huruf

awal “al”
RYH] ditulis al-Qur’an
| ditulis al-qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan
huruf | (el)-nya

szl ditulis as-sama’
el ditulis asy-syams
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
oAl s ditulis zaw 1 al-furiid
N ditulis ahl as-sunnah
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Segala Puji bagi Allah Subhanallah wata’ala yang senantiasa
memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan
iman dan Islam. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada
baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga, para
sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan
mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah SWT, maka tidak ada
seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang
disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi
petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,
tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad SAW adalah Hamba
dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya
Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan disertasi
ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam
Studi Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, dengan ~ judul “KEBIJAKAN PENILAI
PERTANAHAN DALAM PERALIHAN ALIH FUNGSI TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM”.

Terselesaikannya Disertasi ini tentunya tidak bisa lepas dari
berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang
telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati
dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun
mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Phil. Al-Makin, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.
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2. Prof. Dr. H. Abdul Mustagim, S.Ag.,M.Ag, selaku direktur
program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Prof. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Promotor | yang ramah,
sabar, dan teliti dalam memberikan masukan, saran, dan kritik,
serta motivasi pada penulis sehingga disertasi ini bisa
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting
bagi Indonesia. Selain dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi
nasional, pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan daya
saing Indonesia di kancah global, terutama dalam hal ekonomi. Bisa
dikatakan, pembangunan infrastruktur merupakan dasar utama untuk
lompatan ekonomi Indonesia menuju negara maju.

Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia
belakangan ini masih terbilang lemah. The Global Competitiveness
Report pada tahun 2018 menunjukkan bahwa daya saing infrastruktur
Indonesia masih berada di posisi 71 dan masih berada di bawah
negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, dan
Thailand.? Jika dirinci, data pembangunan infrastruktur mulai dari
tahun 2015 hingga 2018 hanya meliputi bendungan (55 buah), irigasi
(865.389), embung (942 buah), jalan (3.387 km), jalan tol (782 km),
jembatan (41.063), jembatan gantung (164 unit), sistem penyediaan
air minum (21.500 liter/detik), sanitasi dan persampahan (2,9 juta
Kepala Keluarga/KK), penanganan kawasan kumuh perkotaan
(23.407 Ha), pembangunan pos lintas batas negara (7 pos); venue
asian games (79 venue), perumahan (3.542.318 unit), rumah susun
(756 tower atau 43.158 unit), rumah khusus (22.333 unit), dan rumah
swadaya (494.169 unit).?

Pembangunan proyek infrastruktur memang semakin gencar
dilaksanakan di pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.
Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, ada tiga

! Kementerian PPN/Bappenas, Rancangan Teknokratik Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Jakarta:
Bappenas, 2019), 130.

2 Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR)

1
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fokus utama pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintah pada
periode 2020-2024, vyaitu; (a) infrastruktur untuk pemerataan
pembangunan, (b) infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, dan (c)
infrastruktur untuk pembangunan perkotaan. Ketiga fokus utama ini
ditopang dengan adanya pembangunan energi dan tenaga listrik, serta
pelaksanaan transformasi digital. Selain itu, pemerintah juga berupaya
keras menyelenggarakan berbagai strategi percepatan pembangunan
dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN)® dan Proyek
Infrastruktur Prioritas (PIP).*

Meskipun penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung
aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan
nasional,®> dalam sejarahnya proses pembangunan infrastruktur sering
kali menimbulkan masalah baru, terutama pada waktu
pengalihfungsian tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan Pasal
18 Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah harus memberikan ganti
kerugian yang layak apabila hak-hak warga atas tanah dicabut untuk
kepentingan umum, atau “kepentingan bangsa dan negara, serta
kepentingan bersama dari rakyat”.

Dalam praktiknya di lapangan, ganti rugi yang diberikan sering
kali tidak sesuai dengan harga tanah yang diambil alih. Sebagai contoh

3 Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) No.3 Tahun
2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, bahwasanya PSN
merupakan proyek yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam upaya pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan
rakyat.

4 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) No0.122
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres No.75 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas bahwasanya Proyek Infrastruktur
Prioritas (PIP) merupakan proyek infrastruktur yang berdampak signifikan
terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga
penyediaannya diprioritaskan. Pemerintah terus mendorong percepatan
pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program
dengan nilai investasi senilai Rp 4.180 triliun, dari 223 PSN tersebut.

5> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2020-
2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025, Kementerian PPN/Bappenas. Rancangan
Teknokratik, 2.
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adalah kasus pembangunan waduk baru, waduk Kedung Ombo, di
Jawa tengah pada tahun 1985. Alih-alih untuk kepentingan umum
karena dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik
berkekuatan 22,5 megawatt dan pengairan sawah seluas 70 hektare
sawah di sekitar waduk, sebagian besar warga justru banyak yang
menentang. Dari 5267 keluarga yang kehilangan tanahnya akibat
pembangunan waduk, sekitar 600 keluarga masih bertahan di
rumahnya masing-masing. Mereka tidak mau pindah karena ganti rugi
yang diterima sangat kecil. Ganti kerugian yang seharusnya Rp 3.000,-
/m2 justru turun menjadi Rp 250,-/m2. Selain itu, mereka juga
mengalami teror, intimidasi dan kekerasan fisik akibat melawan dan
tidak mau meninggalkan rumahnya. Pemerintah kemudian memaksa
mereka untuk pindah dengan cara mengairi lokasi tersebut. Sebagai
akibatnya, mereka yang bertahan kemudian terpaksa tinggal di tengah-
tengah genangan air.

Pembangunan Waduk Kedung Ombo merupakan satu dari
beberapa kasus alih fungsi tanah untuk kepentingan umum yang
pemberian ganti ruginya tidak layak. Karena banyaknya kasus serupa,
Presiden Indonesia kemudian  menerbitkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal
15 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum ada penilai pertanahan yang berperan untuk
menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar besarnya
perhitungan nilai ganti kerugian alih fungsi tanah untuk kepentingan
umum.

Keberadaan penilai pertanahan memang diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan yang ada karena ada dasar yang jelas
terkait besarnya perhitungan nilai ganti kerugian berdasar NJOP.
Namun, Kkeberadaan penilai pertanahan sama sekali belum
menyelesaikan masalah sepenuhnya. Pasalnya, ketentuan kewenangan
penilai pertanahan hanya terbatas pada penilaian terhadap NJOP,
sedangkan untuk nilai bangunan yang berada di atas tanah menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah dan khusus untuk tanaman di atas
tanah menjadi kewenangan Dinas Pertanian atau Dinas lain yang
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memegang urusan pertanian. Dominasi perangkat Pemerintah Daerah
semacam ini tentu saja berdampak pada rendahnya nilai tanah yang
dihasilkan, dan secara otomatis juga berpengaruh terhadap nilai ganti
kerugian yang ditetapkan. Dengan demikian, jika NJOP adalah dasar
yang digunakan untuk rujukan nilai tanah dalam alih fungsi tanah
untuk kepentingan umum, maka pemegang hak atas tanah jelas
dirugikan karena nilai tanah dalam NJOP cenderung di bawah harga
pasar.®

Kasus semacam ini pernah terjadi salah satunya pada waktu
proyek pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang pada tahun 2006.
Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penilai pertanahan
menetapkan harga terendah sebesar Rp. 228.800 dan harga tertinggi
sebesar Rp. 420.000. Atas dasar ini, panitia alih fungsi tanah kemudian
menetapkan nilai ganti kerugian terendah sebesar Rp. 228.800 dan
harga tertinggi sebesar Rp. 420.000. Namun demikian, masyarakat
tidak sepakat atas nilai ini karena dianggap masih di bawah harga
pasar. Mereka meminta agar nilai ganti kerugian dinaikkan.’

Karena keberadaan penilai pertanahan belum bisa
menyelesaikan permasalahan ganti kerugian, pada tahun 2012
diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal
33 dijelaskan bahwa penilai pertanahan berlisensi menilai objek alih
fungsi tanah untuk kepentingan umum. sebagai ganti kerugian,
meliputi; tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan,
tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, kerugian lain yang dapat
dinilai. Ditambahnya peran serta tugas dari penilai pertanahan semata-
mata agar dapat menghasilkan nilai yang tinggi dan terbaik dalam
menilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum. Hasil
penilaian inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar musyawarah

6 Sulasi Rongiyati, “Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,” Negara Hukum 3, no. 1 (2012):
14.

" Moh Tubagus Urif, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi
Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang (Studi
Kasus di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal)” Skripsi.
(Universitas Islam Indonesia, 2019), 56-57.
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penetapan ganti kerugian sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat
3 UU Nomor 2 Tahun 2012. Sejalan dengan ini, Guntur Pramudyanto®
dalam wawancara di studio SBO TV dengan tajuk “Peran Penilai
Dalam Alih fungsi Tanah”® mengatakan;

“permasalahan yang muncul dalam alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum yaitu salah satunya mengenai masalah
besarnya ganti kerugian. Dengan ditambahnya peran serta tugas
dari penilai pertanahan dalam menilai harga tanah yang sudah
diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, hal itu dikarenakan
agar memunculkan nilai yang tinggi sesuai dengan ketentuan
Standar Penilaian Indonesia, yang nantinya akan digunakan
sebagai dasar pemberian ganti kerugian. Selain itu, profesi
penilai pertanahan dapat dikatakan sebagai profesi yang baru,
tentu banyak masyarakat yang kurang tahu. Mereka
beranggapan bahwa penilai pertanahan itu dari pemerintah,
sehingga dalam menilai harga tanah cenderung membela
pemerintah. Maka perlulah memberikan pemahaman serta
sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan profesi
penilai pertanahan ini.”

Dari uraian di atas, salah satu hal yang menarik untuk diteliti
adalah pertimbangan penilai pertanahan berlisensi dalam menilai
objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk
menyelesaikan problem alih fungsi tanah berkaitan dengan besaran
ganti kerugian. Selain itu, keberadaan penilai pertanahan merupakan
profesi baru yang mana banyak masyarakat belum mengetahui profesi
dari penilai pertanahan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang
menjadi pokok penelitian disertasi ini yaitu:

1. Apa yang menjadi pertimbangan penilai pertanahan berlisensi

dalam menentukan nilai objek alih fungsi tanah untuk

8 Guntur Pramudyanto sebagai Ketua DPD MAPPI Jawa Timur.
9 Jawa Pos TV, “Peran Penilai dalam Pengadaan Tanah”, TV, diakses
14 Februari 2021 https://www.youtube.com/watch?v=2tccM9ILKcR0



https://www.youtube.com/watch?v=2tccM9LKcR0

kepentingan umum?

Apakah penetapan nilai objek alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum oleh penilai pertanahan sesuai dengan
prinsip maslakah Imam al-Ghazali dan keadilan John Rawls?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maksud dan tujuan dari

penelitian ini sebagai berikut;
1. Menguraikan pertimbangan penilai pertanahan berlisensi dalam

menilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum.
Pertimbangan yang dimaksud yaitu sebuah rangkaian konsep
dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan
penilaian harga sebagai dasar pemberian ganti kerugian untuk
kepentingan umum.

Menganalisis penetapan nilai objek alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum oleh penilai pertanahan berlisensi apakah
sesuai dengan prinsip maslazah Imam al-Ghazali dan keadilan
John Rawls.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan

gambaran yang berguna bagi:

1.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pemda)

Mendapatkan keyakinan bahwa alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum merupakan salah satu tugas mulia karena
tidak hanya tugas negara, akan tetapi juga bisa bernilai ibadah
sebab bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Artinya, hal ini
berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dalam cakupan
kepentingan umum (rakyat/negara).

Penilai Pertanahan

Mendapatkan keyakinan bahwa profesinya untuk menilai harga
tanah merupakan profesi yang sangat mulia, terlebih dilakukan
untuk kesejahteraan umum bangsa dan negara. Selain itu, dalam
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menjalankan profesinya secara profesional tidak ada pihak yang
dirugikan baik pembeli yang akan memakai tanah untuk
kepentingan umum maupun penjual yang akan melepas
kepemilikannya.

Masyarakat/Penjual yang akan Melepaskan Tanah
Mendapatkan keyakinan bahwa melepaskan hak milik dan/atau
hak-hak lain yang melekat atas tanah dapat bernilai ibadah
apabila dilakukan secara ikhlas karena demi pembangunan
berkelanjutan untuk kepentingan umum, kepentingan
antargenerasi, dan juga demi kesejahteraan bersama seluruh
rakyat Indonesia, bukan demi segelintir kelompok semata.
Lembaga/Instansi/Pihak yang Terlibat

Memberi sumbangan pemikiran yang sangat berguna bagi
lembaga atau instansi/pihak yang terlibat atau berhubungan
dalam proses alih fungsi tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum.

Penulis

Mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh, dan sistematis
tentang kebijakan penilai pertanahan dalam menilai objek alih
fungsi tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif
maslakah dan keadilan.

Telaah Pustaka

Setelah memilih tema kajian dalam penelitian ini, peneliti

kemudian mengkaji hasil penelitian dari para peneliti terdahulu baik
berupa disertasi maupun jurnal yang relevan atau berhubungan dengan
kebijakan penilai pertanahan berlisensi dalam menilai objek alih
fungsi tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan beberapa hasil
penelitian yang telah dikaji, terdapat beberapa penelitian yang
memiliki kajian yang hampir sama atau relevan, tetapi berbeda sudut
pandang dan fokus kajiannya. Adapun penelitian-penelitian tersebut
adalah sebagai berikut:

Pertama, disertasi yang ditulis Yulianus Pabassing yang

berjudul  “Kepastian Hukum Ganti Kerugian Hak Masyarakat
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Hukum Adat atas Tanah dalam Alih Fungsi Tanah untuk
Pembangunan”. Objek penelitian disertasi ini dilakukan di Papua.
Penelitian Pabassing ini menyoroti 3 (tiga) hal, yaitu; (1) kedudukan
tanah adat dalam hukum nasional terhadap alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum; (2) kepastian hukum ganti kerugian terhadap
tanah masyarakat hukum adat dalam kegiatan alih fungsi tanah bagi
pembangunan; dan (3) mendorong terwujudnya kepastian hukum
yang berkeadilan melalui ekonomi, sosial politik, dan budaya hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan tanah adat
dalam hukum nasional adalah dihormati sebagai hak milik. Oleh
karena itu, tanah adat tidak dapat diambil begitu saja oleh pemerintah
dengan alasan demi kepentingan umum. Namun, hak mereka perlu
dihargai dan dihormati sebagai pemilik tanah adat tersebut. Kedua,
kepastian hukum terhadap proses ganti kerugian belum tercapai,
karena proses ganti kerugian mengabaikan prinsip penghormatan dan
eksistensi dari masyarakat hukum adat sebagaimana yang telah
diatur dalam undang-undang. Pemerintah tidak melibatkan secara
penuh masyarakat hukum adat dalam proses musyawarah ganti
kerugian ini. Ketiga, mendorong tertib administrasi pertanahan tanah
melalui Peraturan Menteri (Permen) Agraria No.10 Tahun 2016.1°
Kedua, disertasi karya Iga Gangga Santi Dewi yang berjudul
“Rekonstruksi  Kebijakan Ganti Kerugian Non Fisik pada
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Berbasis Nilai
Keadilan  Sosial  (Studi Kasus di Desa Lemah Ireng
Kabupaten Semarang)”. Disertasi ini menyoroti kebijakan ganti
kerugian nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf f UU
No. 2 Tahun 2012. Menurut Iga Gangga, dalam penentuan nilai ganti
kerugian, ganti kerugian nonfisik ini sering tidak diindahkan oleh
penilai. Konstruksi kebijakan ganti kerugian nonfisik ini ditujukan
untuk membentuk kebijakan ganti kerugian nonfisik yang berkeadilan

10 Yulianus Pabassing, “Kepastian Hukum Ganti Kerugian terhadap
Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan” Disertasi. (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).



baik dilihat dari aras substansi, struktur, maupun kultur hukum.*

Ketiga, buku karya Jarot Widya Muliawan yang berjudul “Cara
Mudah Pahami Alih fungsi Tanah untuk Pembangunan”. Buku yang
ditulis oleh Jarot ini berasal dari disertasi yang telah dipertahankan
penulisnya untuk memperoleh Gelar Doktor pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya (UB) Malang. Tidak adanya suatu pedoman
untuk memahami secara komprehensif karena pengaturannya yang
tersebar pada berbagai undang-undang atau peraturan yang berbeda
seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga
peraturan daerah merupakan di antara kegelisahan Jarot yang bermula
dari kendala yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam
melaksanakan alih fungsi tanah untuk pembangunan. Untuk
memudahkan memahami aturan alih fungsi tanah di dalam
pembangunan, Jarot mengusulkan konsep 3 in 1 in the Land
Acquisition yang dapat dijadikan pedoman bagi instansi pemerintahan
dalam melaksanakan alih fungsi tanah untuk pembangunan yang
bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition adalah kegiatan
perolehan tanah dari awal sampai akhir atau dari hulu ke hilir yang
akhirnya bermuara pada 3 (tiga) titik, yaitu 1) titik start, yaitu tahapan
perizinan tanah (penetapan lokasi); 2) titik decision, berupa tahap
penguasaan tanah (pelepasan hak); dan 3) titik product, yaitu tahapan
sertifikasi tanah (hak pakai). Titik-titik tersebut merupakan tahapan
yang harus dilalui secara sistematis oleh para pemangku kepentingan
dalam kegiatan alih fungsi tanah untuk pembangunan.?

Keempat, artikel yang ditulis Sulasi Rongiyati dengan judul
“Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam Alih fungsi Tanah untuk
Kepentingan Umum”. Artikel ini menyoroti peran penting penilai
tanah dalam alih fungsi tanah untuk kepentingan umum, khususnya

11 Tga Gangga Santi Dewi, “Rekonstruksi Kebijakan Ganti Rugi Non
Fisik pada Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan
Sosial (Studi Kasus di Desa Lemah Ireng Kabupaten Semarang)” Disertasi.
(Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016).

12 Jarot Widya Muliawan, Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan (Yogyakarta: Litera, 2016).
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dalam menentukan nilai/harga tanah sebagai dasar pemberian ganti
kerugian terhadap tanah yang akan diambil alih oleh pemerintah dan
dampak penilaian tersebut bagi pemegang hak atas tanah dalam
memperoleh ganti kerugian yang layak dan adil. Selain itu, artikel
tersebut juga mengulas mengenai bagaimana kedudukan lembaga
penilai tanah dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan untuk mengetahui
wewenang yang dimiliki lembaga Penilai Tanah dalam menentukan
ganti kerugian atas tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan
untuk kepentingan umum.*3

Kelima, artikel yang ditulis Agus Suntoro dengan judul
“Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum: Perspektif HAM”. Fokus artikel ini mengkaji
permasalahan bagaimana regulasi dalam penetapan ganti kerugian
yang layak dan adil dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dalam pengadaan
tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana dasar penilaian dan
objek yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk
penetapan ganti kerugian.'*

Keenam, artikel yang ditulis Muhammad Jibril, Arvel Mulia
Pratama, Jinan Raidangi dengan judul “Konsep Penggabungan Antara
NJOP Dan Nilai Pasar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum”. Objek kajian dalam artikel ini adalah Yogyakarta
International Airport (Y1A) yang saat itu masih dalam tahap alih
fungsi tanah. Artikel ini menyoroti eksistensi lembaga penilai dalam
alih fungsi tanah di Yogyakarta International Airport (YIA)
berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia, terutama terkait masalah
penilaian ganti kerugian dalam alih fungsi tanah.®

Ketujuh, artikel yang ditulis Vicy Andriany dengan judul

13 Rongiyati, “Eksistensi Lembaga Penilai Tanah.”

14 Agus Suntoro, “Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM,” BHUMI: Jurnal Agraria dan
Pertanahan 5, no. 1 (2019): 13-25.

15 Muhammad Jibril, Arvel Mulia Pratama, dan Jinan Raidangi,
“Konsep Penggabungan Antara NJOP dan Nilai Pasar dalam Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum,” BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 6, no. 1
(2020): 56-65.
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“Penilaian Ganti Kerugian Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus
Pembebasan Lahan Untuk Tapak Tower PLN)”. Objek penelitian
artikel ini adalah di Tapak T/L 150 Kv Garuda Sakti - Pasir Putih.
Artikel ini menyoroti proses penilaian untuk kepentingan ganti
kerugian dan untuk mengetahui kriteria dan pengertian kepentingan
umum dalam alih fungsi tanah.®

Kedelapan, artikel yang ditulis Dulmuzid, Sukaria Sinulingga,
Sugiharto Pujangkoro dengan judul “Analisis Penetapan Nilai
Pengganti Wajar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pembuatan Jalur Rel Kereta Api
Di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)”. Objek penelitian
dalam artikel ini yaitu di kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
Acrtikel ini lebih fokus membahas mengenai penetapan Nilai Ganti
Wajar dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti
kerugian dalam alih fungsi tanah untuk pembangunan rel kereta api
Kota Lhokseumawe.!’

Kesembilan, artikel yang ditulis Yus Hastari Labiro dengan
judul “Efektivitas Kerja Tim Penilai Harga Tanah Pada Kegiatan
Pelebaran Jalan Masuk Menuju Bandar Udara Kasiguncu Kabupaten
Poso”. Objek penelitian artikel ini yaitu di kabupaten Poso. Artikel ini
menyoroti efektivitas kerja tim penilai harga tanah menjadi sebuah
tantangan dikarenakan banyaknya kepentingan dan tarik ulur antara
masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan luas lahan/tanah
warga masyarakat yang terdampak berbeda-beda, dan nilai aset di atas
tanah yang berbeda mulai dari jenis tanaman dan bangunan yang ada.
Banyaknya protes ketidaksesuaian harga dari masyarakat menjadi
persoalan besar yang jika tidak diselesaikan sesuai dengan aturan yang
berlaku akan berdampak pada terkendalanya kegiatan pelebaran jalan

16 Vicy Andriany, “Penilaian Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum
(Studi Kasus Pembebasan Lahan untuk Tapak Tower PLN),” DINAMIS: Journal
of Islamic Management and Bussines 2, no. 2 (2019): 56-67.

1" Dulmuzid, Sukaria Sinulingga, dan Sugiharto Pujangkoro, “Analisis
Penetapan Nilai Pengganti Wajar dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pembuatan Jalur Rel Kereta Api di
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe),” Balance 17, no. 2 (2019): 132—
46.
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menuju Bandar Udara Kasiguncu.

Kesepuluh, artikel yang ditulis Ricardo Irenius Tatibi dengan
judul “Penilaian Ganti Kerugian Oleh Lembaga Pertanahan Menurut
Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. Artikel ini menyoroti
mengenai bagaimana lembaga pertanahan dalam menilai ganti
kerugian menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 secara layak dan adil '8

Kesebelas, artikel yang ditulis Doni Triono dengan judul
“Penilaian Ganti Kerugian Tanah Untuk Kepentingan Umum
Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 2015”. Artikel ini lebih
fokus membahas penilaian ganti kerugian berdasarkan Standar Penilai
Indonesia tahun 2015 dalam mencari nilai penggantian wajar. Selain
itu, artikel ini juga mengulas kondisi dan situasi khusus dalam
penilaian ganti kerugian yang harus mendapat perhatian penilai
sehingga hasil nilai dapat mencerminkan tujuan penilai yaitu mencari
nilai penggantian wajar tanah untuk tujuan ganti kerugian.*®

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian
ini akan mengkaji  kebijakan penilai pertanahan secara lebih
komprehensif, dan kemudian dianalisis apakah kebijakan penilai
pertanahan sesuai dengan prinsip-prinsip maslahah Imam al-Ghazali
dan keadilan John Rawls.

F. Kerangka Teori

Secara teoritis, persoalan yang senantiasa melekat dalam
kebijakan penilai pertanahan adalah keadilan dan kemaslahatan dalam
menilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum. Berkaitan
dengan keadilan, terdapat banyak tokoh yang merumuskan teori
keadilan, tetapi hanya John Rawls yang menekankan kepada distribusi

18 Ricardo Irenius Tatibi, “Penilaian Ganti Kerugian oleh Lembaga
Pertanahan Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” Lex Crimen 6, no. 7
(2017): 148-55.

¥ Doni Triono, “Penilaian Ganti Kerugian Tanah untuk Kepentingan
Umum Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 2015,” Substansi 1, no. 2
(2017): 265-79.
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keadilan. Distribusi keadilan itu sederhananya memastikan sumber-
sumber daya (misalnya bidang ekonomi) bisa secara merata didapat
masyarakat keseluruhan, baik minoritas maupun mayoritas.

Kemudian, terkait teori maslahah, selain digunakan dalam
rangka menginterkoneksikan objek kajian dalam hukum Islam, juga
karena kebijakan penilai pertanahan dalam alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum merupakan produk hukum. Dalam hukum Islam
dijelaskan bahwa sebuah produk hukum harus memiliki dasar
pertimbangan dan orientasi hukum berupa kemaslahatan. Oleh karena
itu, teori maslahah relevan digunakan untuk menganalisis kebijakan
penilai pertanahan dalam alih fungsi tanah untuk kepentingan umum.

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai perspektif
keadilan dalam kebijakan penilai pertanahan dalam alih fungsi tanah
untuk kepentingan umum, penelitian ini menggunakan teori keadilan
yang digagas oleh John Rawls dan teori maslahah Imam al-Ghazali;
Apakah penetapan nilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan
umum oleh penilai pertanahan berlisensi sesuai dengan prinsip
maslahah dan keadilan? Kedua teori ini akan digunakan secara
interkonektif sebagai analisis dalam penelitian ini.

1. Teori Maslakah Imam al-Ghazali

Maslakah merupakan suatu istilah dalam filsafat hukum Islam
yang secara kebahasaan berarti kemanfaatan dan kebaikan. Menurut
‘Izz ad-Din abd as-Salam, maslakah memiliki makna yang identik
dengan al- khair (kebaikan), an-naf* (kemanfaatan), dan al-Ausn
(kebaikan).?°

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah itu
mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan dari kemudaratan
dengan tujuan maslakah yaitu menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta.”* Al-Gazali juga membagi maslazah menjadi 3
(tiga) Klasifikasi/kategori vyaitu; (1) maslakah mu'tabarah, yakni

2 1zz ad-Din Abd As-Salam, Qawdid al-Ahkam fi Masalih al-Anam
(Kairo: Maktabah al-Kulliyat al- Azhariyyah, 1994), 5.

2L Abti Hamid Muhammad Al-Gazali, Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usiil
(Beirut: Muasasat ar-Risalah, 1997), 416.
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maslahah yang diakui dan diterima secara tegas oleh syara’; (2)
maslazah mulgah, yakni kemaslahatan atau kemanfaatan yang secara
tegas ditolak dan juga tidak diakui oleh syara’; dan (3) maslakah
mursalah, yakni kemaslahatan atau kemanfaatan yang tidak
memperoleh penilaian secara tegas oleh syara’, apakah diterima atau
ditolak. Halini terjadi karena tidak adanya nash baik dalam Al-
Qurian maupun Hadis yang menyinggung secara tegas status
maslakah tersebut. Status hukum maslakah yang pertama dan kedua
sudah jelaskarena sudah disebutkan secara langsung dalam Al-Qur‘an
dan Hadis, sementara status hukum maslakah yang ketiga ditentukan
melalui mekanisme ijtihad atau yang sering disebut sebagai istilah
istislah.?

Menurut pendapat para ahli fikih, istislaz adalah mekanisme
untuk menghasilkan produk hukum karena adanya tuntutan
kemanfaatan (maslakah) yang tidak ditentukan oleh dalil khusus
dalam sumber hukum Islam, apakah kemanfaatan tersebut didukung
ataukah diabaikan. Kemanfaatan yang ditimbulkan oleh produk
hukum itu harus bersesuaian dengan tujuan umum hukum Islam yang
disebut dengan magasid syari’ah al-‘ammah.?®

Prinsip-prinsip maslakah di atas akan digunakan untuk
menganalisis kebijakan penilai pertanahan dalam menilai objek alih
fungsi tanah untuk kepentingan umum. Keberadaan penilai pertanahan
merupakan produk hukum publik yang dikeluarkan oleh pemerintah
Indonesia melalui UU Nomor 2 Tahun 2012 dengan tujuan
menghadirkan kemanfaatan dan menjauhkan kerusakan. Dengan
pemahaman ini, penelitian ini akan membahas apakah kemanfaatan
yang diupayakan oleh kebijakan penilai pertanahan dalam menilai
harga tanah dalam alih fungsi tanah untuk kepentingan umum
termasuk dalam kategori kemanfaatan mu tabarah, mulghah atau
mursalah, serta apakah kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan
maslakah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

22 |bid., 416-417.

23 Mustafa Ahmad Al-Zarga, Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi
Komparatif Delapan Mazhab Fighi, terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Riora
Cipta, 2000), 33.
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Jika kemanfaatan yang ditentukan oleh kebijakan penilai
pertanahan dalam menilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan
umum termasuk dalam kategori maslakah mursalah, maka
kemanfaatan tersebut merupakan kemanfaatan ijtihadiyah yang bisa
memiliki dua kemungkinan, yaitu; pertama, kemanfaatan itu sesuai
dengan kemaslahatan yang dikehendaki syara’, dan kedua, jika
kemanfaatan itu bertentangan dengan kemaslahatan yang dilegitimasi
oleh syara’ maka disebut sebagai, seperti dikatakan Thahir Ibnu
‘Asyur, maslahah ‘ammah.**

2. Teori Keadilan John Rawls

Bidang pokok keadilan menurut John Rawls adalah susunan
dasar masyarakat terhadap semua institusi sosial, hukum, politik, dan
ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa susunan institusi sosial tersebut
mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan
individu. Adapun, dalam susunan/struktur dasar masyarakat terdapat
problem utama keadilan, yaitu merumuskan dan memberikan alasan
pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur
dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut
akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan
prospek mendapatkan barang-barang pokok. Kebutuhan-kebutuhan
pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan,
kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.?®

Pada kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan
pokok (primary goods) dapat dipandang sebagai sarana mengejar
tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan
rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar
masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal,
yaitu:

24 Tbnu ‘ Asyur membagi kemaslahatan menjadi dua, yaitu kemaslahatan
khusus dan umum. Kemaslahatan umum ( ‘ammah) memiliki arti sebagai sesuatu
yang mengandung kemanfaatan yang bagi seluruh atau mayoritas masyarakat.
Tahir Ibn ‘Asyhur, Maqgasid al-Syari’ah al Islamiyyah (Kairo: Dar al-Salam,
2006), 63.

25 John Rawls, A Theory of Justice (London: Oxford Universty, 1973),

24,
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a) Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil
dan tidaknya sebuah institusi-institusi dan praktek institusional.

b) Prinsip-prinsip  keadilan  harus  membimbing  dalam
perkembangan kebijakan-kebijakan hukum untuk mengoreksi
ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.®
Adapun dua prinsip keadilan menurut John Rawls adalah

sebagai berikut:?’

a) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of
greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk
berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak
mencalonkan diri dalam pemilihan), kebebasan berbicara
(termasuk kebebasan pers), kebebasan berkeyakinan (termasuk
keyakinan beragama), kebebasan menjadi diri sendiri (person),
hak untuk mempertahankan milik pribadi.

b) prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip
perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang
adil atas kesempatan (the principle of fair equality of
opportunity).

Inti dari kedua prinsip di atas yaitu bahwa perbedaan sosial dan
ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar
bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-
ekonomis dalam prinsip perbedaan merujuk pada ketidaksamaan
dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok
kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, sedangkan istilah yang paling
kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) merujuk pada mereka
yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek
kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian, prinsip
perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah
kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan,
pendapatan, dan otoritas yang diperuntukkan bagi keuntungan orang-
orang yang paling kurang diuntungkan.?®

2 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” Tapis 9,
no. 2 (2013): 35.

27 Rawls, A Theory of Justice, 30.

28 Fattah, “Teori Keadilan,” 35.
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Dalam konteks alih fungsi tanah untuk kepentingan umum,
penilaian pertanahan berlisensi diberikan kebijakan untuk menilai
objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum melalui UU Nomor
2 Tahun 2012 sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemegang
hak atas tanah yang terkena dampak dari alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum. Menurut prinsip perbedaan, ketidaksamaan dalam
prospek kebutuhan-kebutuhan utama harus dibenarkan jika alih fungsi
tanah untuk kepentingan dimaksudkan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang paling kurang
diuntungkan.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil
yang dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini memerlukan suatu
metode tertentu. Adapun metode yang dipakai dalam penyusunan
disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau
library research yang didukung data sekunder. Penelitian
pustaka yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya
dari berbagal peraturan perundang-undangan, buku-buku
hukum khususnya buku-buku tentang agraria atau pertanahan,
kitab-kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan
dengan objek kajian yang menjadi topik penelitian.

Berkaitan dengan data yuridis, data yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain: UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020
tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional, Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
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Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan, Petunjuk
Teknis Nomor 4/Juknis-100.HK.02.01./V111/2020 tentang
Penilai Pertanahan Direktorat Jenderal Alih fungsi Tanah dan
Pengembangan Pertahanan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kode Etik Penilai Indonesia
(KEPI) & Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun
2018.

Kemudian, data sekunder atau data pendukung pada
penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Penilai Publik dan
Ketua MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia).

Sifat Penelitian

Adapun penelitian disertasi ini bersifat deskriptif analitik,
yang mana penulis menjelaskan secara sistematis berkaitan
dengan proses alih fungsi tanah untuk kepentingan umum dan
kebijakan penilai pertanahan. Secara khusus penulis akan
membahas pertimbangan penilai pertanahan dalam menilai
objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum, dan
kemudian menganalisisnya dengan prinsip-prinsip maslakah
Imam al-Ghazali dan keadilan John Rawls.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis,
yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai
institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan
yang nyata. Pendekatan yuridis artinya peneliti melihat
bagaimana kebijakan penilai pertanahan dalam menilai harga
tanah yang dijadikan dasar dalam alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum. Sementara itu, pendekatan sosiologis
artinya peneliti melihat apakah penilai pertanahan dalam
menilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum yang
dijadikan dasar pemberian ganti kerugian berdasarkan Kode
Etik Penilai Pertanahan dan Standar Penilaian Indonesia. Oleh
karena itu, titik tekan penelitian ini adalah menjadikan
kebijakan penilai pertanahan dalam menilai objek alih fungsi
tanah untuk kepentingan umum berdasarkan prinsip-prinsip
maslakah Imam al-Ghazali dan keadilan John Rawls.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan melalui
langkah-langkah sebagai berikut.
a. Data yang Dibutuhkan
Data tentang hukum pertanahan yang kaitannya dengan
proses alih fungsi tanah untuk kepentingan umum,
kebijakan penilai pertanahan, dan Kode Etik Penilai
Indonesia (KEPI) & Standar Penilaian Indonesia (SPI),
semuanya merupakan data yang diperlukan dalam
penelitian ini. Pertimbangan penilai pertanahan dalam
menilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum
dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip maslakah Imam al-
Ghazali dan keadilan John Rawls.
b. Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Sumber data primer penelitian ini yaitu data dari hukum
positif berupa peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum, penilai pertanahan, dan Kode Etik
Penilai Indonesia (KEPI) & Standar Penilaian
Indonesia (SPI). Sementara itu data primer yang
bersumber dari hukum Islam yaitu dari nas-nas di
dalam al-Qur’an, hadis, pendapat fugaha, dan juga
kaidah usul fikih.
2) Sumber Data Sekunder
Adapun data sekunder yaitu buku-buku atau literatur
lain yang membahas khususnya berkaitan dengan hal
alih fungsi tanah untuk kepentingan umum, penilai
pertanahan, baik dalam kajian hukum positif maupun
dalam hukum Islam.
5. Analisis Data
Data yang diperoleh berupa kebijakan penilai pertanahan
diklarifikasi dan dikritik dengan seksama sesuai dengan sumber
referensi yang ada. Selanjutnya, data dianalisis dengan
menggunakan prinsip-prinsip maslakah Imam al-Ghazali dan
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keadilan John Rawls. Data yang diperoleh dari berbagai macam
literatur dianalisis melalui metode induktif dengan cara mencari
fakta yang konkret kemudian ditarik kesimpulannya secara
general sehingga menghasilkan rumusan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelusuran dari permasalahan yang
menjadi pokok bahasan, penulisan penelitian ini dilakukan secara
sistematis dan terarah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang
berisi latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok
bahasan. Setelah ditemukan pokok masalah lalu dibuat rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan ini.
Selanjutnya, dikemukakan beberapa karya tulis yang terkait dengan
penulisan ini sebagai suatu telaah pustaka. Kemudian, dijelaskan
kerangka teoritik yang mendasari penyusunan ini, merumuskan
metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang alih fungsi tanah untuk kepentingan
umum. Dalam bab ini, dibahas tentang korelasi antara alih fungsi
tanah untuk pembangunan dengan pembangunan infrastruktur, makna
dari kepentingan umum. Sebagai akhir pembahasan pada bab ini akan
dibahas proses alih fungsi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum, meliputi: 1) tahap perencanaan, , 2) tahap persiapan, 3) tahap
inventarisasi dan identifikasi, dan 4) tahap penetapan nilai ganti
kerugian, dan 5) tahap musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
6) tahap pemberian ganti kerugian, dst. Selain itu, pada bab dua ini
juga dibahas secara khusus tentang profesi penilai pertanahan dan
kewenangan yang dimilikinya dalam menilai objek alih fungsi tanah
untuk kepentingan umum.

Bab Ketiga akan membahas tentang materi pokok Kode Etik
Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Bab
ini menjadi landasan penilai pertanahan dalam menilai harga tanah.
Pembahasan pada bab ini meliputi mengenai Kode Etik Penilai
Indonesia dan nilai pasar sebagai dasar nilai, dasar nilai selain nilai
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pasar, lingkup penugasan, implementasi, pelaporan penilaian dan
pendekatan dan metode penilaian.

Bab Keempat menguraikan mengenai kebijakan penilai
pertanahan dalam menilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan
umum. Dalam menguraikan bab ini, penyusun melakukan analisis
dengan menggunakan pendekatan yuridis melalui analisa terhadap
pertimbangan dalam menilai objek alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum skala kecil (<5 Hektar) tidak terikat lokasi tertentu,
skala kecil (<5 Hektar) terikat lokasi tertentu, dan skala besar (>5
Hektar).

Bab Kelima merupakan bagian inti dalam penelitian ini yang
memuat analisis terhadap penetapan nilai objek alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum dengan menggunakan dua teori secara
interkonektif, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip maslahah Imam al-
Ghazali dan keadilan John Rawls.

Bab Keenam adalah penutup yang memuat tentang kesimpulan
dan juga saran ataupun rekomendasi.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab demi bab, maka
penulis dapat menyimpulkan dari jawaban pokok-pokok pertanyaan
adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan penilai pertanahan berlisensi dalam menilai objek
alih fungsi tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Standar
Penilaian Indonesia (SP1-204) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu;
pertama, penilaian objek alih fungsi tanah untuk kepentingan
umum skala kecil (<5 hektar) yang tidak terikat lokasi tertentu
menggunakan pertimbangan nilai pasar, kedua, penilaian objek
alih fungsi tanah untuk kepentingan umum skala kecil (<5
hektar) yang terikat lokasi tertentu menggunakan pertimbangan
nilai khusus, ketiga, penilaian objek alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum skala besar (>5 hektar) berdasarkan
pertimbangan nilai penggantian wajar.

2. Penetapan nilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan
umum skala kecil (<5 hektar) tidak terikat lokasi tertentu, skala
kecil (<5 hektar) terikat lokasi tertentu, dan skala besar (>5
hektar) sejalan dengan prinsip-prinsip maslakah Imam Al-
Ghazali. Kesesuaian ini terlihat dari penetapan nilai objek alih
fungsi tanah untuk kepentingan umum yang mampu
mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan
ditandai dengan hasil penilaian yang tinggi dan terbaik. Dengan
kata lain, penetapan nilai objek alih fungsi tanah untuk
kepentingan umum sejalan dengan tujuan maslakah, terutama
menjaga harta (hifz mal). Selain itu, penetapan nilai objek alih
fungsi tanah untuk kepentingan umum skala kecil (<5 hektar)
tidak terikat lokasi tertentu, skala kecil (<5 hektar) terikat lokasi
tertentu, dan skala besar (>5 hektar), juga sejalan dengan
prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls. Hal ini terlihat
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dari penetapan nilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan
umum yang berupaya menjamin hak-hak pemegang hak atas
tanah agar mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil,
serta memberikan manfaat besar bagi pemegang hak atas tanah.
Dengan Dbegitu, orang yang Kkurang beruntung akan
mendapatkan kemanfaatan yang besar dengan adanya kebijakan
penilai pertanahan berlisensi.

Saran

Adapun dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan dalam

kesimpulan, penyusun memberikan dua saran bagi peneliti-peneliti
selanjutnya mengenai kajian kebijakan penilai pertanahan berlisensi
dalam menentukan nilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan
umum sebagai berikut:

1. Penelitian ini baru sebatas mengkaji secara mendalam konsep

kebijakan penilai pertanahan berlisensi berdasarkan perspektif
maslakah Imam Al-Ghazali dan keadilan menurut John Rawls,
dan belum menyentuh hingga ranah praktik di lapangan. Ke
depannya, bisa dilakukan penelitian terhadap praktik kebijakan
penilai pertanahan berlisensi dalam objek alih fungsi tanah
untuk kepentingan umum vyang dijadikan sebagai dasar
pemberian ganti kerugian dengan menggunakan perspektif
maslakah Imam Al-Ghazali dan keadilan menurut John Rawls.

. Penelitian ini masih mungkin dikembangkan melalui beberapa

cara, misalnya dengan pendekatan komparatif, yaitu
membandingkan kebijakan penilai pertanahan berlisensi dalam
menilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum di
Indonesia dengan kebijakan penilai pertanahan dalam menilai
objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum di negara lain.
Selain itu, pengembangan lainnya juga bisa dilakukan dengan
penelitian terhadap pandangan para tokoh yang memiliki
pandangan mengenai kebijakan penilai pertanahan berlisensi
dalam menilai objek alih fungsi tanah untuk kepentingan umum
di Indonesia.
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Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum


https://www.youtube.com/watch?v=2tccM9LKcR0
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Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum

Petunjuk Teknis Nomor 4/Juknis-100.HK.02.01./V111/2020 tentang
Penilai Pertanahan Direktorat Jenderal Alih fungsi Tanah
dan Pengembangan Pertahanan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

UUDNRI Tahun 1945.
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